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ABSTRAK

“penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Sakra Barat dan untuk mengetahui hambatan dalam menjalankan pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Sakra Barat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan konseptual, pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan Sosiologis. Implementasi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Sakra Barat sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati serta menyebarkan informasi kepada masyarakat Desa melalui papan informasi Desa. Hambatan dalam menjalankan pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Sakra Barat meliputi, sumber daya manusia dan komunikasi.PerlunyapeningkatanSumberDayaManusiagunamemaksimalkanpengelolaanKeuangan Dana Desa”

Kata Kunci : Pengelolaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa

IMPLEMENTATION OF ACCOUNTABILITY PRINCIPLES IN VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT IN WEST SAKRA SUB-DISTRICT
ABSTRACT
“The purposeof this study is to find out and analyzehow the implementation of the principle of accountability in vilage financial managment in the West Sakra sub-district and to determine the obstacles in carrying out village financial management in the West Sakra sub-district. This research uses empirical legal research, with a conceptual approach, a legislative approach and a sosiological approach. Implementation of the principle of accountability in village financial managment in the West Sakra sub-district in accordance with law Number 6 Year 2014 concerning Villages, at the end of the fiscal year the village government submits a report on village administration to the district head and disseminates information to the village communitythrough the village information board covers. Obstacles in carrying out village financial managnent in the West Sakra District include, human resources and communication. The need to increase human resources in order to maximize the financial management of village funds”

xii
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I. PENDAHULUAN
Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengembangkan paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola Desa secara nasional. Undang-Undang Desa ini tidak lagi menempatkan Desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. Undang-Undang Desa yang disahkan akhir tahun 2013 lalu juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan azas rekognisi dan subsidaritas desa. Lain dari pada itu, Undang-Undang Desa ini mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukkan pada posisi subnasional. Desa pada hakikatnya adalah entitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). [footnoteRef:1] [1:  Borni Kurniawan, Desa Mandiri Desa Membangun, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta:2015. hlm 10] 

Secara historis, Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Negara Indonesia jauh sebelum Negara Indonesia merdeka. Struktur sosial sejenis masyarakat desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Secara administratif, Desa merupakan satuan terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia.
Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukungpembangunan desa yang lebih meningkat guna kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan.Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang.  Besarnya Anggaran Dana Desa menjadi tolak ukur komitmen keberpihakan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah dalam melaksaknakan pembangunan. Dana Desa secara perlahan telah mengubah paradigma Pemerintah dalam memandang Desa, saat ini Desa sudah dianggap sebagai pilar utama Pembangunan Nasional setidaknya dengan jargon “membangun Indonesia dari pinggiran”.
Berdasarkan APBDesa, Pemerintah Desa melaksanakan program/kegiatan yang telah memperoleh Alokasi Anggaran. Program yang di rencanakan untuk memperoleh pada APBDesa, pada dasarnya merupakan instrumen untuk memecahkan masalah yang di hadapi oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Hal ini penting dilakukan untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan program pembangunan Daerah yang dibiayai oleh APBD dengan Program pembangunan Desa yang dibiayai oleh APBDesa dengan memperhatikan tahapan-tahapan dalam  Pengelolaan Dana Desa, seperti:[footnoteRef:2] a. Perencanaan Anggaran Belanja Desa, b. Pengorganisasian Anggaran Belanja Desa, c. Pencairan Anggaran Belanja Desa, d. Penyaluran Anggaran Belanja Desa, e. Pentausahaan Anggaran Belanja Desa, dan f. Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Desa.  [2:  Chabib Soleh, Heru Rochansjah  Pengelolaan Keuangan Desa, Focus Media, Bandung: 2014,  hlm. 53] 

Kecamatan Sakra Barat merupakan sebuah Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Sakra dengan luas wilayah 33,70 km, kepadatan 1.248 jiwa/km.[footnoteRef:3] Mengelola keuangan Desa tidak hanya mengandalkan kuasa Kepala Desa dan perangkatnya, tetapi butuh keterlibatan stakeholder yang ada di Desa. Apalagi saat ini Desa telah mengelola dana dalam jumlah besar. Untuk itu, Desa perlu memiliki orang yang mahir agar membantu menyusun RPJMDes, Design, & RAB serta APBDes. Contoh kasus ratusan juta Anggaran Dana Desa diduga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dari semua program yang ada semua anggaran di rekayasa dan dipangkas sehingga menyebabkan masyarakat Desa Jero Gunung merasa dirugikan.[footnoteRef:4]   [3:  https://id.wikipedia.org, diunduh pada 04.00 Wita, tanggal 2 Agustus 2019]  [4:  https://radarlombok.co.id, diunduh pada 02.00 Wita, tanggal 2 Agustus 2019] 

Berdasarkan uraian singkat diatas penulis dapat merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut : a. Bagaimana implementasi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa di kecamatan Sakra Barat ?  b. Apa hambatan dalam menjalankan pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Sakra Barat ?
Adapun tujuan dan manfaat penelitian yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah : a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur. b. Untuk mengetahui kendala (hambatan) dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur.
Metode penelitian yang digunakan adalah Empiris, yaitu mengkaji data hukum yang bersumber dari data sebagai suatu pertimbangan hukum,. Adapun pendekatan yang digunakan adalah : a. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Aproach), b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Aproach), c. Pendekatan Sosiologis  (Sociological approach).

II. PEMBAHASAN
Implementasi Prinsip Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Sakra Barat
Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa, oleh karena itu dalam pengelolaan Keuangan Desa harus memperhatikan tahapan-tahapan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014, sebagai berikut :
Tahap Perencanaan
Untuk mengelola belanja desa perlu direncanakan dengan sebaik bainya, baik menyangkut dasar hukum, program atau kegiatan yang akan dilaksanakan,  jadwal pelaksanaan, siapa yang menjadi pelaku aktivitas dalam melaksanakan program, berapa besar anggaran yang akan dipergunakan, dan target apa yang harus dapat dicapai dengan pelaksaan program atau kegiatan dimaksud.[footnoteRef:5] [5:  Moch. Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat, Setara Press, Malang :2014, hlm. 29] 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kamaludin, Kepala Desa Pejaring menyatakan bahwa:[footnoteRef:6] [6:  Hasil wawancara dengan Kamaludin, Kepala Desa Pejaring, 2 Desember 2019, Ruang Kepala Desa. 12.33 wita] 

“Untuk penggunaan anggaran itu pertama Pemerintah Desa mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) sebagai sarana menyerap aspirasi masyarakat, selanjutnya selesai Musyarah Dusun, Pemerintah Desa mengadakan Musrenbang.Pada saat Musrenbang semua usulan dari masing masing dusun digabungkan dan dipilah bersama program mana yang akan dikerjakan oleh Pemerintah Desa selama lima tahun kedepan.”
Tahap Pelaksanaan

Terkait dengan pelaksanaan program yaitu kegiatan mengelola dan menggerakkan sumber daya manusia dan dana untuk menyelenggarakan kegiatan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam perencanaan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.[footnoteRef:7] [7:  Didit Herlianto, manajmen keuangan desa, gosyen publishing, Yogyakarta: 2017, hlm.12] 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hanapi, Kades pematung :[footnoteRef:8] [8:  Hasil wawancara dengan Hanapi, Kepala Desa Pematung, 9 Desember 2019, Ruang Kepala Desa. 10.12 wita
] 

“Semua rencana kerja yang sudah disepakati bersama hukumnya wajib di kerjakan, dengan kerja semua pihak baik itu dari pemerintah desa beserta masyarakat.Semua program desa yang sudah di rancang itu semua yang harus dibiayai oleh Pemerintah Desa melalui melalui dana desa. Sekarang ini di mata masyarakat kades selalu menjadi perbincangan banyak orang dikira tidak faham aturan dan asal kerja, tapi berhubung dimata informen penulis sedang melakukan penelitian paling tidak anggapan informen bahwa penulis pasti tau bahwa kades itu tidak akan bisa mengambil uang atau dana desa itu karena sekarang ini Pemerintah Desa sangat diawasi sangat ketat jadi semua uang itu harus diperuntukkan pada pembangunan. Semua program desa itu di biayai dari dana desa.”
Tahap Penatausahaan
Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya di lakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank desa serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara.[footnoteRef:9]  [9:  Ibid, Hlm. 13] 

“Belanja langsung pada dasarnya merupakan belanja atau pengeluaran yang terkait langsung dengan adanya program atau kegiatan, sementara belanja tidak langsung merupakan belanja atau pengeluaran yang tidak terkait langsung dengan tidak adanya program atau kegiatan pemerintah desa. Pengorganisasian belanja desa tersebut memiliki arti penting bagi aparat pemerintah desa baik ketika melakukan perencanaan alokasi untuk masing masing program yang akan diusulkan tetapi juga memiliki arti penting dalam proses pencairan, penyaluran, penatausahaan maupun dalam mempertanggungjawabkan dana yang dikelolanya.”[footnoteRef:10]   [10:  Ibid, Hlm 59] 

Laporan dan Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban dan pelaporan alokasi dana desa meliputi, yaitu:[footnoteRef:11] [11:  Ibid. Hlm.  65] 

A. Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa, B. Penyampaian laporan pertanggungjawaban ADD dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari tim pelaksanaan tingkat desa yang diketahui oleh kepala desa ke tim pendamping kecamatan secara bertahap, C. Tim pendamping tingkat kecamatan membuat laporan atau rekapan dari seluruh laporan tingkat desa diwilayah kecamatan yang bersangkutan dan melaporkannya kepada bupati atau walikota, D. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan dibebankan pada APBD diluar ADD. 
Pengawasan dan Evaluasi
Pengawasan dan evaluasi sangat penting untuk menilai apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, apakah dana digunakan sebagaimana mestinya, apakah kegiatan mencapai hasil sesuai dengan rencana, serta merumuskan agenda bersama untuk perbaikan pada tahun berikutnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan dan evaluasi:[footnoteRef:12] A. Badan Perwakilan Desa (BPD) bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang di tangani oleh pemerintah desa. B. Pemerintah desa, BPD dan masyarakat bersama sama meninjau kembali apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan. C. Pemerintah desa, BPD dan masyarakat bersama sama menilai capaian hasil pelaksanaan kegiatan serta masalah dan kendala yang muncul. D. Pemerintah desa, BPD dan masyarakat bersama sama mencari faktor faktor penyebab masalah dan solusi untuk prbaikan pada perencanaan berikutnya. E. BPD dan masyarakat menilai apakah dana digunakan sebagaimana mestinya secara efisien dan efektif. F. Kepala desa menyampaikan pertanggungjawaban program dan keuangan kepada BPD, masyarakat dan kabupaten. [12:  Ibid, hlm. 17] 

Hambatan Dalam Menjalankan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Sakra Barat
Berdasarkan APBDesa, pemerintah desa melaksanakan program atau kegiatan yang telah memperoleh alokasi anggaran. Program yang direncanakan untuk memperoleh alokasi anggaran pada ABDesa, pada dasarnya merupakan instrumen untuk memecahkan masalah yang di hadapi oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Program yang diajukan untuk memperoleh alokasi anggaran pada APBDesa pada umumnya di turunkan dari dokumen perencanaan tahunan desa yang dikenal sebagai Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan lima tahunan yang di kenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).[footnoteRef:13] [13:  Ibid hlm 56] 

Berdasarkan sumber yang diperoleh terdapat beberapa faktor penghambat yaitu:
Faktor Sumber Daya Manusia, 
Pengelolaan Dana Desa pada praktiknya memiliki barbagai hambatan. Kualitas Sumber Daya Manusia yang kurang mumpuni menjadi salah satu faktor penghambat pengelolaan dana Desa. Kesiapan Pemerintah Desa tergantung pada kemapuan Pemerintah Desa dalam mempersiapkan kemampuan personal dan mencari sumber-sumber keuangan potensial. Keterbatasan Sumber Daya Manusia disebabkan oleh keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi. Oleh karena itu Pemerintah Desa perlu didampingi dalam bentuk bimbingan teknis dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannya karena pendidikan sangat penting bagi seorang pegawai Pemerintahan. Orang-orang yang berpendidikan lebih tinggi secara umum melalui peluang yang lebih besar untuk dapat bekerja secara efisien dan efektif.[footnoteRef:14] [14:  Sapto Hendri BS et. all., Pengaruh Sumber Daya Manusia, (Conference on Management and Behavioral Studies), Jakarta 27 Oktober 2016. ISSN. 2541-3400. Hlm. 546] 

Faktor Keterlambatan Proses Pelaksanaan, 
Untuk mengelola belanja desa perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya, baik menyangkut dasar hukum, program/kegiatan yang akan dilaksanakan, jadwal pelaksanaan, siapa yang menjadi pelaku aktivitas dalam melaksanakan program, berapa besar anggaran yang akan di pergunakan, dan target apa yang harus dapat di capai dengan pelaksanaan program/kegiatan dimaksud. Jumlah anggaran belanja pada APBDesa maupun alokasi untuk setiap program/kegiatan merupakan jumlah tertinggi yang dapat di pergunakan dan harus dapat ditutup oleh pendapatan yang diperkirakan akan diterima oleh pemerintah desa. Dalam mengkaji tingkat kewajaran anggaran belanja untuk setiap program/kegiatan dapat di lakukan dengan memperhitungkan biaya tetap dan biaya variabel yang akan dikeluarkan bila program/kegiatan tersebut di laksanakan. Laju inflasi atau tingkat kenaikan harga barang dan jasa juga perlu di perhitungkan secara cermat, sehingga perencanaan alokasi anggaran untuk setiap program/kegiatan benar-benar berada pada tingkat yang wajar.
Faktor Komunikasi
 Berdasarkan hasil wawancara di atas,  menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi yang baik dan intens antara Pememerintah Desa dan masyarakat. Komunikasi merupakan ujung tombak dari menejmen Pemerintahan Desa, dimana keberlangsungan pengelolaan keuangan Desa sangat tergantung dari bagaimana terjalinnya komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa dengan masyarakat Desa. Masih kurang masifnya komunikasi anatara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa ini yang menjadi salah satu penghambat pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Sakra Barat. Guna mendorong keterlibatan masyarakat Desa dalam ikut serta melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Desa maka perlu sekiranya Pemerintah Desa memasifkan komunikasi agar tercapainya pengelolaan Keuangan yang efektif dan efisien.















III. PENUTUP
KESIMPULAN
1. Implementasi Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Sakra Barat sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati serta menyebarkan informasi kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran melalui papan informasi Desa. 2. Hambatan dalam menjalankan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Sakra Barat yaitu, kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Desa , keterlambatan proses pelaksanaan Dana Desa serta Alokasi Dana Desa dan permasalahan komunikasi yang kurang terjalin dengan baik anatara Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.
SARAN
1. Diharapkan kepada Pemerintah Desa sebagai pengelola Keuangan Desa untuk megalokasikan dan memanfaatkan Dana Desa semaksimal mungkin guna tercapainya sistem Pengelolaan Dana Desa yang tepat sasaran dan dapat di pertanggung jawabkan. 2. Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa baik melalui pelatihan-pelatihan khusus untuk menunjung kemampuan Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa.
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